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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT 
TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEGAWAI 
NONPEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU PENERIMA TUNJANGAN YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai 
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, 
Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 
Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai 
Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), 
PP 24 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.132, TLN No.6515), Perpres RI 57 Tahun 2020 
(LN Tahun 2020 No.98). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret dan 
diberikan bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan hakim dalam jabatan hakim madya 
muda kebawah atau hakim dengan pangkat kolonel kebawah di lingkungan Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, paling banyak meliputi gaji 
pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.  

Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal 
Hari Raya. Dalam hal tunjangan Hari Raya belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya 
dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran 
tunjangan Hari Raya yang dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera menyetorkan sisa 
dana pembayaran tunjangan Hari Raya ke kas negara.  

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
58/PMK.05/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.05/2019, dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
79/PMK.05/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 575), 
dinyatakan tidak berlaku untuk tahun 2020. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 11 Mei 2020. 

   Lampiran halaman 22-23. 



 


